PAD- Pedagang Pare Beach Parepare Diminta Lunasi Sewa Lapak Rp 13 Juta
Tahun Ini
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~ Sumber gambar:
https://www.detik.com/sulsel/parepare/d-7626051/pedagang-pare-beach-parepare-diminta-lunasi-sewa-lapak-

rp-13-juta-tahun-ini

Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengharuskan
pedagang membayar sewa lapak Rp 13 juta di Pare Beach paling lambat
Desember 2024. Pemkot berharap pedagang dapat membayar retribusi setelah
masa pembayaran diperpanjang.

"lya kita berikan Lkesempatan membayar sampai Desember. Dengan
pertimbangan untuk memberikan kesempatan kepada pedagang bisa melunasi,”
kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare Andi Wisna kepada detikSulsel,
Rabu (6/11/2024).

Dia menjelaskan batas untuk pembayaran sewa lapak bagi pedagang sampai 10
Desember mendatang. Pemkot awalnya meminta pedagang melunasi sewa lapak
pada September namun diperpanjang setelah dikeluhkan.
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"Sampai 10 Desember pembayarannya. Sudah ada 16 dari 24 pedagang yang
membayar. Kami yakin mereka para pedagang tetap bisa melunasi sampai batas
waktu yang ditentukan," jelas Andi Wisna.

Terkait konsekuensi bagi pedagang yang tidak mampu menyelesaikan proses
pembayaran sewa hingga batas yang ditentukan, Wisna enggan menjawab
secara pasti. Dia berdalih semua pedagang pasti mampu membayar hingga batas
waktu yang telah ditentukan.

"Insyaallah semua mampu membayar," katanya.

Dia menuturkan perhitungan pembayaran Rp 12,8 juta per tahun melalui
tahapan appraisal atau proses penilaian dan penaksiran harga terhadap aset
Pemkot. Nilai tersebut yang menjadi dasar dan pedoman dalam memungut sewa
kepada pedagang.

"Jadi Rp 12,8 juta per tahun itu sudah melalui proses appraisal. Itu nilai harus
dibayar minimal setahun bagi pedagang,” paparnya.

Dia mengatakan perubahan nilai sewa tetap terbuka untuk dibahas kedepannya.
Namun harus berjalan untuk tahap pertama karena akan menjadi bahan
evaluasi.

"Untuk proses appraisal ulang bisa dilakukan tetapi harus ada proses
penerapannya dulu selama setahun," imbuhnya.

Sementara itu, pedagang Pare Beach inisial NA mengaku kecewa dengan
keputusan pemerintah dan DPRD. Dia berharap biaya sewa lapak di pusat
kuliner itu dapat diturunkan.

"Ya, kami kecewa sih karena kan sebelumnya pemerintah yang buat sendiri
perjanjian kerjasama (PKS) berdasarkan bangunan tanpa melihat kondisi jual
beli dan sempat akan ditinjau. Nah ini ternyata hasilnya tetap sama saja,"
keluhnya.
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Dia mengaku bingung jika harus membayar biaya sewa yang lumayan besar
untuk berjualan. Namun dia mengakui sebagian besar rekannya sesama
pedagang sudah ada yang membayar.

"Saya masih bingung ini dimana dapat uang untuk membayar sewa pertahun
karena batasnya kan sampai 10 Desember ini," jelasnya.

Sebelumnya DPRD Kota Parepare menggelar rapat dengar pendapat (RDP)
dengan menerima rombongan pedagang dari kawasan Pare Beach. Kesimpulan
rapat, akan dilakukan evaluasi sewa lapak sebab dalam penentuan harga hanya
dilakukan sepihak oleh pihak Pemkot.

"Jadi hasil RDP pada siang hari ini terkait dengan pelaku usaha yang ada di Pare
Beach, ini kami mengambil kesimpulan bahwa tarif yang ada dan proses
pembayaran tarif menjadi beban bagi pelaku usaha yang ada di Pare Beach,"
kata Anggota DPRD Parepare Ibrahim Suanda kepada wartawan usai RDP di
DPRD Parepare, Rabu (18/9).

Sumber Berita:

1. Pemkot Parepare Terapkan Sewa Lapak UMKM di Pare Beach,
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2. Pedagang Pare Beach Parepare Diminta Lunasi Sewa Lapak Rp 13 Juta Tahun
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Catatan:
1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77

Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30-

31 yang menyatakan:

f. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah
selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan
sub rincian objek sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat dikelola di

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Anggita W. Hamid 3



SKPKD maupun SKPD. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri

atas:

1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

3) hasil kerja sama daerah;

4) jasa giro;

5) hasil pengelolaan dana bergulir;

6) pendapatan bunga;

7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;

8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat
penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan
barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai
akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil
pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan
Pendapatan Daerah;

9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata

uang asing;

10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

11) pendapatan denda pajak daerah;

12) pendapatan denda retribusi daerah;

13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

14) pendapatan dari pengembalian;

15) pendapatan dari BLUD; dan

16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77

Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 31-

32 (g-j) yang menyatakan:
g. Pemerintah Daerah dilarang:

1)

2)

melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang
dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-
undang; dan

melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi,
menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar
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daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis
nasional
h. Kepala Daerah yang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya
dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang
diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan selama 6 (enam)
bulan.
i. Kepala Daerah yang melakukan pungutan dikenai sanksi administratif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
j- Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya wajib disetorkan
seluruhnya ke kas negara.
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